DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDRAL AGRARIA

JAKARTA
Nomor . DPH 7/220/7/72 Jakarta, 10 Juli 1972
Lampiran Kepada :
Perihal . Hapusnya sesuatu hak Yth. Gubernur Kepala Daerah
Atas tanah karena Putusan Propinsi Jawa Timur
Pengadilan Pidana U.p. Kepala inspeksi Agraria
Jawa Timur di Wonocolo

Surabaya

Menjawab surat saudara tanggal 8 Juni 1972 No. 1/Agr/246/PT/02/1972, dengan ini
dipermaklumkan sebagai berikut :

1. Tentang hapusnya suatu hak atas tanah sudah jelas dirumuskan oleh UUPA No. 5
Tahun 1960 :

a. mengenai Hak Milik : pada Pasal 27
b. mengenai Hak Guna Usaha : pada Pasal 34
c. megenai Hak Guna Gangguan : pada Pasal 40

sedangkan yang mengenai Hak Pakai tidak terdapat sutau ketentuan tentang hal itu,
karena Hak Pakai merupakan suatu hak yang sifatnya pribadi dan sementara.

Tentang cara hapusnya Hak Pakai hal ini dapat dicantumkan secara khusus sebagai
suatu syarat pada surat keputusan-keputusan pemberian Hak Pakainya sendiri.

2. Berhubung apa yang dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa pensitaan oleh suatu
kekuasaaan negara, misalnya kejaksaan atau pengadilan dengan keputusannya tidak
dengan sendiri mengakibatkan hapusnya suatu hak. Umpamanya suatu persil. Hak
Guna Bangunan disita/dirampas oleh Kejaksaan atau atas dasar Keputusan
Pengadilan, akan tetap merupakan persil yang status hukumnya Hak Guna Bangunan.

Apabila persil yang disita itu kemudian dijual — lelang maka yang diperoleh pihak
pembeli ialah tetap persil Hak Guna Bangunan, dan bukan seperti mengira, hak atas
tanahnya gugur — menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, karena adanya
pensitaan tersebut.

Persil yang disita itu masih perlu disusul dengan suatu tindakan pelepasan hak oleh
yang berhak untuk dijadikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang dimuat didalam pasal-pasal 27, 34, dan 40 dimana sama
seklai tidak terdapat ketentuan bahwa hapusnya hak disebabkan karena
pensitaan/perampasan instansi yang berwenang.

Yang disebut pada pasal-pasal tersebut ialah hanya pelepasan hak.

3. Maka dari itu tanah yang disita masih harus disusul dengan pelepasan hak oleh yang
berhak terlebih dahulu untuk menjadi tanah langsung yang dikuasai oleh negara.



Tanah yang dengan demikian sudah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
negara baru dapat diberikan dengan suatu hak yang baru oleh Instansi Agraria yang
berwenang kepada yang berkepentingan.

Demikian supaya dimaklumi.

A.N MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
KEPALA DIREKTORAT PENGURUSAN
HAK-HAK TANAH

ttd.

(SOEDARGO, S.H.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Semua Kepala Sub Direktorat, Direktorat Pengurusan Hakhak Tanah.

2. Semua Kepala Inspeksi Agraria.

3. Semua Kantor Agraria Daerah/Kantor Agraria Kotamadya untuk dimaklumi.



